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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.94/Menhut-II/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.12/MENHUT-II/2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KEBUN BIBIT RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.12/Menhut-II/2013 telah ditetapkan
ketentuan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun
Bibit Rakyat;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pembayaran insentif
penanaman bibit yang berasal dari kebun bibit rakyat
(KBR), maka perlu mengubah beberapa ketentuan
dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5334);

6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet
kerja 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-
II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman
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Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
490);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-
II/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun
Bibit Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 260);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.12/MENHUT-II/2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEBUN BIBIT
RAKYAT.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Bab III, bagian B dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat diubah sebagai berikut:

B. Penanaman

Bibit yang sudah siap tanam dapat ditanam pada tahun berjalan di lokasi
sebagaimana ditentukan dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok
(RUKK) dan Rancangan penanaman, sedangkan insentif penanaman dapat
dibayar pada tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


